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PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bakamla dalam
penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yaitu upaya preventif dan upaya
represif. Upaya preventif diwujudkan dengan melakukan operasi gabungan
bersama penegak hukum terkait. Bakamla yang memegang fungsi komando
dan kendali melakukan operasi gabungan dengan menjalankan fungsinya
untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di
wilayah laut Indonesia. Upaya represif diwujudkan dengan menjalankan
kewenangan Bakamla untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran
hukum yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Kendati demikian, Bakamla
menemukan kendala dalam menjalankan kewenangannya, yaitu Bakamla
tidak mempunyai kewenangan penyelidikan secara penuh berdasarkan Pasal
59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan. Pasal ini membuka jalan bagi penegak hukum terkait untuk
menegakkan hukum berdasarkan kewajibannya masing-masing. Akibatnya,
Bakamla kesulitan untuk mengkoordinir penegak hukum terkait.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa

saran, Yyaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
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khususnya mengenai kewenangan Bakamla perlu di kaji ulang karena
Bakamla mempunyai landasan hukum yang lemah dalam melakukan
penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Kelautan perlu ditegaskan mengenai Bakamla memiliki
kapal berbendera negara agar pengejaran seketika yang dilakukan tersebut
adalah sah. Selain itu, Bakamla dan penegak hukum terkait perlu diberikan
pembagian beban penyelidikan mengenai berat ringannya kejahatan yang
terjadi di wilayah laut Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan.
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